PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR- 124 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA

Menimbang

TATA KERJA DINAS KOMUNIKAST DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

a. bahwa berd'asarkan ketentuan Pasal - 97 avat (1) =
Peraturan  Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2016 T
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 72 "Tahun 2020 tentang Periibahan CAtas
Peraturan Permderintah Nomor 18 ‘Tahun .-20'1-6'-'_-teﬁtsgh-g;
Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa - Perangkat
Dacrah yang pelaksanaan tugas dan fangsinya telah
dapat dilaksanakan oleh kelompok j abatan’ fungsional;
menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsifiya’
telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan -
fungsional; : T A ot
b.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat. (1) "_1_"111_1_%_’11““ :
Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegaladan
Reformasi ' Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentan
Penyetaraan  Jabatan  Administrasi . ke Jabatan
Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan
dilakukan pada instansi Daerah; SR R

¢. bahwa dalam rangka mewujudkan birckrasi yang". :
dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan e
efektivitas dan efisiensi guna mendukung, kinetja

pemerintah daerah, perlu dilakukan - penyederhariaan

. birokrasi melalui penyetaraan Jabatan administrasi - ke
dalam jabatan fungsional; R L
e. bahwa  berdasarkan pertimbangan - “sebagaimana’
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf e, perlu:
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan;
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerj
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimaritan
Barat - car T gy o nantan




Mengingat

[y

Indonema Tahun 1945

Undang-Undang Nomm 25 Tahun
Pembentukan = Daerah- Daerah E}‘Lonom
Kahmantan Ba1 at, Kahmama,n Selatan ..d' "

Nomm 65 Tambahan

Lem‘baran Negara.
Indonesia Nomor 1106} S

Indonesia Nomor 3683);

Undang—Un‘dahg? : 'Némor 36 Tahun

IndoneSla Nomor 3887)

Undang Und,ang Nomoa

2002 Nomor 139, Tambahan Lemba’r'an
Indonesia Nomor 42ﬁ2‘ _ _' e

Undang—Undaﬁg Nemcr '

11

Lembaran Negala Repubhk Indonésx,
sebagagmana telah ci:{ubah denﬂan ::-_
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ata
Undang Nomor il Tahun 2008 tentang Inf _
Transalksi - Elektromk (Lembaran Negeua
Indonesza Tahun 2016 Nomor 251 També{h

Undang Unda:n.ﬁ ' Nomor* 14 ’I‘ahun _
Keterbukaar} Infmmasu Pubhk '

Sipil Nega;ta (Lembaran Negara Reputh Indo'ne&
2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran _Negara
Indonesia Nomor 54-94) o '




10.

11.

12.

13.

14

15.

-3

Undang—Undahg Nomor 23 Tahun _2014 .tentahg.- :
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik-

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5987) sebagairnana
telah diubah' beberapa kali dan terakhir dengan Undang- -

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja -

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor : '-
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6373);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tenté.ilg':- 2

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia -

Tabun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara - . -
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah =~ [
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun EETIE S
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahi - o
Nomor 18 .Tahun 2016 tentang Perangkst Daerah .
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2019 Nomor = St
187, Tambahan Lembaran Negara Republik “Indoriesia ' R

Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 fentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran  Negara.
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,._'_Taﬁ11§ahéiﬁ';1_;’.;'_f_-:- EL
Lembaran- Negara Republik Iindonesia ‘Nomor 6037) .

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas'Peraturan . . =
Pemerintah, Nomor .11 Tahun 2017 tentang Manajemen i
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara. Republik. =
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lerbaran S

Negara Republik Indonesia Nomor 6477)

.
3

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatui‘-Negafa'-daﬁ ci
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 ctentang oo

Penyetaraan Jabatan Administrasi ‘Ke Dalam .-J_ab;':‘d_:an_;'”'
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia - Tahun'
2021 Nomor 523} T

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan.© -

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi =~ =
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birckrasi (Berita - -

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 - tefitang =~

Pembentukan .dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6} sebagaimana telah =~ .
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan- =
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua o0
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 ‘tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat . Daerah Provingi

Kalimantan Barat {Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daetah -~ =

H

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5)




Menetapkan  : PERATURAN ~GUBERNUR TENTANG = KEDUDUKAN,

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

w

10.

11.

12.

“"dr'j

MEMUTUSKAN:

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS;,‘ -_SERTA;TA_TA_-_-. ! o
KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;_PRQV;NS;' .

 BABI
KETENTUAN UMUM

_ | Pasal 1

Daerah adalah Provinsi Kalima/ntan Barat.

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otoniomi Seluas~1uasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repub}ﬂ{ Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam ‘Undang-Undang Dasar Negara' Republik
Indonesia Tahun 1945, D TR s v
Pemerintah Daerah adalah * Gubernur sebagai unsur penyelenggaia i
Pemerintahan Daerah yang mermimpin Zpelaksanaan-u'ru'san }pea’ﬁérintahaﬂ_-_'_-_'_'_
yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat. e
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. BRI
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kali_manjtan'_'Bé;rat._-‘;-_. ':_ : 3:
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi K'a'limaﬁ'i‘taﬁ:_ Barat yang
selanjutnya disebut Dinas adalah unsur'pelaksar}a'_umsanf--:p'em@rilité{hjan{__'f
daerah di bidang komunikasi dan informatika, persandian, _déﬁ’sta‘_;tistik;f{f--'-.-- .
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi’
Kalimantan Barat. : ' - PO R B

Unit Pelaksana Teknis adalah tnsur pelaksana kegiatan teknis operasional.
dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Komunikasi “dan
Informatika Provinsi Kalimantan Barat. LR e
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawal negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang |
bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. - SRR
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ‘ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah ‘dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. - Lo S
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga .neg'al*é;__ff._z.-' G
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN -~
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan. S




seianjutnya dmebut Penyeial aan ";_'Jabaté{
Admlmsﬁ asi Le dalam J abatan Fungszon'

-penjelasannya yang dapa‘t dili
dalam ~berbagai kemasa'_ '
teknologi - 1nform331 Soda
‘nonelektronik. . -

19. Informasi Publik adalah mforma 1 yano
dikirim, dan/atau
dengan penyeiengbara_ :
pen;elenggara dan penye €]
“dengan Undang~Undang 1
kepentingan publik.. "

20. Badan Publik adalah 1embaga eksekutif, legislati
lain yang funam da:a tugas okoknya’ berkai

Pendapatan dan Belanja Negara dan / atau Anﬁgaran
Belanja Daerah, atau organisdsi: nonpemmm
seluruh dananya bersumber dari A gga
Negara dan/atau Anggeuem Pendapatan an:
masyarakat, dan/atau Tuar

21. Komisi Informam adaiah 1embaga _mancim yan
Undang-Undang ini dan’ peraturan pel:
teknis standar . 1aya:c1an irformasi ‘publilc. . menyeles:
informasi publik melalul medmsx danﬂ /. atau a;udzkam nonli

22. Sengketa Informasi - Pubhk ada},ah'
publik dan pengguna inifor masi
_memperoleh dan menggqnﬁl’é

komslsien serta terikat pada prbfem s&md

24, Statistik  adalah data yangf: dzpei’ole_
pengolahan, penyajlan dan _a ahslsi er 2




5.

 BAB I
KEDUDUKAN

- Pasal 2
Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dz bawah dan

bertanggungjawab kepada Gubemur melalui Sekretans Daea ah

- BAB I . _
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

' Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan musan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas: pembemtuazl di
bidang komunikasi dan informatika, persandian, - dan statistlk Sesual
ketentuan peraturan perundangmundangan.

- Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam Pasai 3 Dmas
menyelenggarakan fungsi : -

a. perumusan program kerja  di bidang komunikasi dféﬁin -:";.’iiii_‘é'rm?ﬁiﬁa
persandian, dan statistik; : : T

b. perumusan kebgakan di bidang mformaa publzk komumkam pubhk
aplikasi informatika, serta persandian dan statistik; -

c. pelaksanaan kebijakan di bidaﬂg infor masi publik,’ laomunlka31 pubhk
aplikasi informatika, serta persandlan dan statzstik

d. penyelenggaraan urusan pemermtahan ch bzdaﬁg mforma31 pu_b 11:
komunikasi publik, aplikasi informatika, serta p61 sandian dan sta‘clshk
sesuai ketentuan peraturan perundanmundangan

e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bldang 11'1formas.1 pubhk
komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan staustlk

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang mformam pubhk
komunikasi pubhk aplikasi informatika, serta persaﬁdian dan stattsuk '

g. pelaksanaan reformasi bnokrasa S1stem A1<:untab111tas -Ku'zez Ja Instansz
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di hngkunaan Dmas

h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan

i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang dlbenkan oieh
Gubernur di bidang komunikasi dan informatika;- persandz&n dan Statmtlk
sesuai ketentuan peraturan pemndang—undangm'z




7

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal S
{1} Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
Kepala Dinas; - |
Sekretariat;
Bidang Informasi Publik; -
Bidang Komunikasi Publik;
Bidang Aplikasi Informatika;
Bidang Persandian dan Statistik;
Unit Pelaksana Teknis; dan

B oo a0 TP

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2} Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Dinas
Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)_ huruf a,
mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina,

mengarahkan, menyelenggarakan, ‘mengevaluasi dan melaporkan kegiatan

dinas di bidang informasi publik, komunikasi pubiik, aplikasi informatika, -

serta persandian dan statistik . sesuai ketentuan peraturan perundang-.

undangan. : , '

Pasal 7
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala
Dinas mempunyai fungsi : _
a. penetapan program kerja di bidang komunikasi dan ‘informaitika,
persandian, dan statistik; »

b. perumusan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik,
aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;

c. penyelenggaraan kegiatan di bidang informasi publik, komunikasi publik,

aplikasi informatika, serta persandian dan statistik sesuai ketentuan - .
peraturan perundang-undangan: -

d. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang informasi publik,
komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;

e. pembinaan dan mengarahkan kegiét&m di bidang informasi publik,
komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;




-8-

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi,

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP}, dan pelayem_an . 3L

publik di lingkungan Dinas;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelen'ggaraan-kegiatan di

bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta - G

persandian dan statistik;

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan .
perumusan kebjjakan di bidang informasi publik, komunikasi publik,

aplikasi informatika, serta persandian dan statistik; dan

J.  pelaksanaan fungsi lain dari tugas pembantuan di bidang komunikasi dam
informatika, persandian, dan statistik yang diberikan oleh Gubernur sesusi e

ketentuan peraturan perundang—undangaﬂ.

Bagian Keempat
Sekretariat

' Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin'-_
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada =

Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di-
bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan'
dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan . .~

pelayanan dan administrasi di }ingkung_an Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat g

mempunyai fungsi : _ B
a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan ;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebjjakan di bidang rencana kerja, -
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;

C. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan RS

evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;

d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana  kerja, L
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta kevangan dan aset di

lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kefja,

monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di
lingkungan Dinas; :

f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkunga'ri*:_'_ﬁ" L

Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;




i _-gn"

g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akﬁntabﬂifca’s_' : o
Kinerja Instansi Pemermtah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan R
Dinas; e T

h. pengawasan terhadap pelaksianaarl tugas dan fungsi cii' Iih'gléun'gaii"';"-_':
sekretariat; ‘ ' :

i, pemberian saran dan pe1t1mbangan Iaepada Kepala Dinas. belkenaan ._ U e
dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan; '

j.- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan_:_ S
tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan

k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh_'--'-“'“'
Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan. '

Pasal-11

(1) Sekretariat sebé.gaimana dimalksud dalam Pasal 8, membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan
b. Sub Bagian Keuangan dan Aset. _ o e S
(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing—fria;éing"diﬁzﬁpiﬁ Fl |
oleh seorang Kepala Sub' Bagian yang berada . di bawahdan PN R
bertanggungjawab kepada Sekretaris. B S

Pasal 12
Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ]
ayat (1} huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah - bahan -

kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaamf.:*: o
kegiatan sesuai dengan iugas dan fungsinya.

Pasai 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Sub_ :
Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi : '

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;

b. pengumpulan, pengoiahan bahan dan perumusan kebijakan ‘di bzdang.f-_f N
umum dan aparatur di lingkungan Dinas;

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan "fungéi d,i'_. S
lingkungan sekretariat; ' : '

d. pelaksanaan koordinasi dan fas111ta81 sesual tugas dan fungsi di bid;'ing'__:_'_: o R
umum dan aparatur; : : i

e. pelaksanaan urusan di bldang umum dan aparatur sesuai ketentua“’i
peraturan perundang-undangan '

f. pengendalian dan pengawasan’ terhadap pelaksanaan tugas pada Sub_f_:f-"_;_-._--_'_g_ -:-
Bagian Umum dan Aparatur; EE PRSI

g pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkemaan dengan e
tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
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h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur vang diserahkan
oleh sekretaris. '

~ 'Pasal 14

Sub Bagian Kéuangem dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat -

(1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di |
bidang keuangan dan aset serta meéngendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai’
dengan tugas dan fungsinya. : :

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub . .

Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang |
keuangan dan aset di lingkungan Dinas;

¢. pelaksanaan urusan di bidang keuangan dan aset sesuai ketentlian-'_._
peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan terhadap iﬁelaksanaan tugas dan fungsi di Ll

lingkungan sekretariat;

€. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang
keuangan dan aset; ' '

f. pengendalian dan pengawasan terh&dap pelaksanaan tugas pada Sub
Bagian Keuangan dan Aset;

g pemberian saran dan pertimbangan. kepada sekretaris berkenaan dengan . |
tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset; '

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset; dan '

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang keuangan dan aset vang diserahkan oleh _
sekretaris. '

Bagian Kelima
Bidang Informasi Publik
- Pasal 16
Bidang Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ajfat ',(1) '

huruf ¢, dipimpin oleh secrang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. '

Pasal 17

Bidang Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan-

merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik,
pengelolaan informasi publik, dan pelavanan informasi publik,” serta

bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di
bidang informasi publik. ' '
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. Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang
Informasi Publik mempunyai fungsi : '

a.
b.

penyusunan program kerja kBic:lang Informasi Publik;

penyiapan bahan dan perumusan kébijal;an teknis di bidang pengelolaan
opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan
informasi publik; '
penyelenggaraan urusan pemei‘intahan di bidang pengelolaan opini dan
aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan mformam
publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan kegiatan di bidang monitoring isu publik di media (media
massa dan media sosial), pengumpulan pendapat umum {survei/jajak
pendapat), pengolahan aduan masyarakat, layanan pemantauan tema
komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerlmah
daerah, pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung o
komuﬁikasi publik lintas Sekifoi'ai lingkup nasional dan daerah provinsi,

layanan pengaduan masyalakat fasilitasi Komisi Informasi Provinsi (KIP} 3
fasilitasi Komisi Penyiaran Indones1a Daerah (KPID) dan penyampaian
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) sesuai- |
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di =
bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan . informasi ks .
publik, dan pelayanan 1nf01ma31 pubhk sesuai ketentuan peza‘mran S

perundang-undangan;

pengoordinasian terhadap - pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang

pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan
pelayanan informasi publik;

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi -~

publik, dan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan -
perundang-undangan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksaﬂaaﬁ o
tugas dan fungsi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik,.
pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan = -~ -
dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik,

pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik; dan

pelaksanaan fungsi lain yang d}beﬂkan oleh Kepala Dinas di bldang._._'-'(

informasi publik sesueu ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Keenam
Bidang Komunikasi Publik

Pasal 19

Bidang Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {1}

huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

~ Pasal 20

Bidang Komunikasi Publik mémpunyai tugas menyiapkan bahan dan
merumuskan kebjjakan teknis di bidang pengelolaan media komunikasi
publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik, serta

bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di
bidang komunikasi publik. ' :

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang
Komunikasi Publik mempunyai furigsi ;-

a. penyusunan program kerja Bidang Komunikasi Publik;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan
media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya
komunikasi publik; ‘ , _ '

¢. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan media
komunikasi publik, layanan ‘hubungan media, dan sumber daya
komunikasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan kegiatan di bidang penyediaan konten lintas sektoral, layanan
perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah,
pengemasan ulang konten nasional- menjadi konten lokal, pembuatan
konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/
media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah
daerah dan non pemerintah daerah provinsi, penyediaan bahan
komunikasi bagi pimpinan daerah provinsi, pengembangan sumber daya
komunikasi publik, serta layanan pemberdayaan dan penyediaan akses
informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; "

e. pemberian dukungan terhadap atas penyelenggaraan pemerintah daerah di
bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media,
dan sumber daya komunikasi publik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; '

f.  pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan
sumber daya komunikasi publik; ' '

2. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media,
dan sumber daya komunikasi publik sesuai Kketentuan peraturan
perundang-undangan; ‘
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h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang pengelolaan media komunikasi publil, layanan
hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik;

1. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan media komunikasi publik;.'__'_f."'; S

layanan hubungan media, dan ‘sumber daya komunikasi publik; dan

J.- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang SR

komunikasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Bidang Aplikasi Informatika

Pasal 22

Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

‘Pasal 23

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas menyiapkan bahan dan _' )
merumuskan kebijakan teknis. di bidang aplikasi, tata kelola -standai :
pemerintah  berbasis elektronik, -infrastruktur teknologi, informasi dan =

komunikasi, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan
dan administrasi di bidang aplikasi informatika. :

- Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang o

Aplikasi Informatika mempunyai fungsi: .
a. penyusunan program kerja Bidang Aplikasi Informatika;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang aplikasi, tata

kelola standar pemerintah - berbasis elektronik, serta infrastrukiur

teknologi, informasi dan komunikasi;

C. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang aplikasi, tata- kelola .
standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur telnologi, .~

informasi dan komunikaéi sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d. pelaksanaan kegiatan di bidang * layanan pengembangan aplikasi
pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, pemeliharaan -

aplikasi kepemerintahan dan publik, Jayanan interoperabilitas, Jayanan L
interkonelktivitas layanan publik dan kepemerintahan, layanan’ pusat . .
Application Program Interface (API), serta sistem pencegahan korupsi

terintegrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; .
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pelaksanaan kegiatan di bidang tata kelola standar pemerintah berbasis = .. 0
elektronik, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, pengelolaan -
layanan nama domain, sub domain lembaga pemerintah’ daerah provinsi - E
dan kabupaten/kota, pelayanan publik dan kegiatan . di "_;ié'r_c}‘iin_si,. R L

pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan _;di'_:lir’i’gku_i‘ig@'_-_z
pemerintahan dan non ‘pemerintah (stakeholder smart city); layanan sistem’
informasi smart city, layanan interaktif pemerintali dan  masyarakat
penyediaan sarana dan prasarana pengendalian ‘smart city, menetapkan
sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan - olel - pemerintah -
pusat, serta pengembangan aparatur dalam pengelolaan domain, portal
dan website sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; SRt
pelaksanaan kegiatan di bidang Government Chief Information  Officer
(GCIO) dan pengembangan sumber daya TIK pemerintah’ dan masyarakat,
penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi ‘e-government
kabupaten/kota, koordinasi ‘kerja sama’ lintas . organisasi perangkat.
daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah’ pusat serta norn

pemerintah, integrasi pengelolaan TIK dan  e-government  pemerintah
daerah kabupaten/kota, pengembangan aparatur dan . sertifikasi’ telriis
bidang TIK, pengembangan masyarakat dalam-implementasi e-government.
dan smart city, implementasi e-government dan smart” city, promos
pemanfaatan layanan smart city, serta fasilitasi pengembangan ekonomi
digital/e-commerce sesuai dengan ketentuan peraturan - perundang:
pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur teknologi, informasi - dan
komunikasi, layanan infrastukiur dasar data center,” disaster recovery
center dan TIK pemerintah daerah serta pengembangan Cintranet dan
penggunaan akses internet, pengembangan dan “penyelenggaraan data -
center (DC) dan disaster recovery center (DRC), pengembangan-dan inovasi
TIK dalam implementasi e-government, pengembm'gah“]'SI'Z)’_M-'_-' dél_am'
pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, ‘government cloud
computing, pengelolaan akses internet pemerintah ‘dan publik, layanan
interkoneksi jaringan intra pemerintah, = serta fasilitasi pelayanar
KPU/USO sesuai dengan ketentuan peraturan pe'ruhdaﬁg'—u'h_dang"aﬁji?:":'-'[:ff_
pemberian dukungan terhadap atas penyelenggaraan pemerintah daerah di.
bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, sert:
infrastruktur teknologi, informasi dan komumnikasi -sesuai’ ketentuan
peraturan perundang-undangan; LT

pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di: bidan
aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis - elektronik, - sert

infrastruktur teknologi,'mformasi dan -komunikassi;'-- i

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi d
bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta
infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi sesuai keterntuan.
peraturan perundang-undangan; S
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang  aplikasi,  tata kelola standar pemerintah
berbasis elektrorik, serta. infrastruktur ~-teknologi, - informasi dan
komunikasi; o : : N S e e
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1. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas bertkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah

berbasis elektronik, serta infrastruktur tekmologi, informasi dan
komunikasi; dan ' '

m. pelaksanaan fungsi ia;'n vang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang
aplikasi informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Bidang Persandian dan Statistik

 Pasal 25

Bidang Persandian dan Statistik stbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1}
huruf f, dipimpin oleh seorang -Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas,

Pasal 26

Bidang Persandian dan Statis_tik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
merumuskan kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi,
pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik, serta bertanggungjawab

memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang persandian
dan statistik. B

‘Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang
Persandian dan Statistik mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Persandian dan Statistik;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang persandian
dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data
statistik; B

€. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang persandian dan
keamanan informasi, pengelolaan d'a;ta statistik, dan analisis data statistik
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; '

d. pelaksanaan kegiatan di bidang layanan keamanan informasi e-
government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah provinsi,
layanan monitoring trafik elektrorik, penanganan insiden keamanan
informasi, pengembangan SDM di bidang keamanan informasi, layanan
keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah, audit TIK,
penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, penyediaan
prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, bimbingan teknis
keamanan informasi dan persandian, serta layanan filtering konten negatif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;




h.

k.

T

penyelenggaraan satu data Indonesia, identifikasi kebutuhan data,

membangun rancangan pengumpulan data dan implementasi rancangan .
penghimpunan data, penghimpunan data di lapangan dan data perangkat
daerah, integrasi data klasifikasi, penginputan, penimbang, estimasi dan
agregat data, pengelolaan hasil pengolahan data, penetapan standar format

data dan informasi, wali data dan kebijakan, recovery data dan informasi

survei untuk penyediaan data statistik sektorai koordinasi dengan BPS

dalam pembakuan konsep, definisi, klasifikasi serta ukuran—ukman_;_:
terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, penyediaan - peralatan
infrastruktur, penyajian data statistik sektoral, penyelenggaraan forum. -

data dan wali data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- -
undangan,;

pemberian dukungan ter haciap penyelenggaraan pemerintah daerah di |

bidang persandian dan keamanan. informasi, pengelolaan data statistik, . | :
dan analisis data statzsuk sesual Letentuan peraturan - perundanv—*

undangan;

pengoordinasian te1hadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bzdang o

persandian dan keamanan ‘informasi, pengelolaan data statistik, dan
analisis data statistik; '

pembinaan dan pengawasan terhada.p pelaksanaan tugas dan fungsi d1

bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistil,
dan analisis data staUstlk sesuai ketentuan peraturan perundangw S

undangan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap peiaksaqaan
tugas dan fungsi di b}.dang persandian dan keamanan 111f0rma51,

pengelolaan data statzstlk dan analisis data statistik;

pemberian saran dan peltzmbangan kepada Kepala Dinas belkenaan'
dengan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan mfarmam
pengelolaan data sta‘ustik dan analisis data statistik; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bldang c

persandian  dan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. ‘ '

Pasal 28

Bidang Persandian dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

membawahi ;

a. Seksi Persandian dan I{eamanan’ Informasi;
b. Seksi Analisis Data Statistik.

Seksi sebagaimana dimaksud pada é} at (1}, dipimpin oleh secirang Kepala -

Seksi yang berada di bawah dan bertancrcxungjawab kepada Kepala Bi dang R

Persandian dan Statistik,
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a Pasal 29

Seksi Persandian dan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) huruf 4, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan
kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi
Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi : -

& penyusunan rencana kegiatan Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang persandian dan keamanan informasi; :

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang persandian dan keamanan
informasi; :

d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang persandian
dan keamanan informasi, layanan keamanan informasi e-government,
layanan sistem komunikasi intra pemerintah provinsi, layanan monitoring
trafik elektronik, penanganan insiden keamanan informasi, pengembangan
SDM di bidang keamanan informasi, layanan keamanan informasi pada
sistem elektronik pemerintah daerah, audit TIK, penyelenggaraan internet
sehat, kreatif, inovatif dan produktif, penyediaan prasarana dan sarana
komunikasi pemerintah, bimbingan teknis keamanan informasi dan

persandian, serta layanan filtering korten negatif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

e. pengendalian dan pengawasah‘terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang persandian dan keamanan nformasi;

f.  pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi;

g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang persandian dan keamanan informasi
yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

_Pasal 31

Seksi Analisis Data Statistik sebagaimazla dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1}
huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis
di bidang. analisis data statistik serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3_2

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi
Analisis Data Statistik mempunyai fungsi

a. penyusunan rencana kegiatah _Séksi Analisis Data Statistik;

b. pengumpulan, pengolahan bahan ‘dan perumusan kebijakan teknis di
bidang analisis data statistik; '
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Pelaksana Teknis Dinas: dltetapkan deﬂgan Peratur}am Gubernur
ketentuan peraturan perumdang undangan R

(1)

pelaksanaan koordmas:i dan fasﬂltam d1 b1dang anah_ is da L sta _stzk"

pelaksanaan urusan pemermt”{han dz bzdang anahszs a
dengan ketentuan peramran pe1 unda;nmundangari

pengendalian dan pengawasan pelaixsanaaﬁ tugas dan fungm d1 bzdang
analisis data statistik; ' : R i

pemberian saran dan perﬁmbangem kepada kepaia:_ bzdan 'b:érkéﬁéié
dengan tugas dan fungsz ch b1dang anahsrxs data siai.tstz'

pelaksanaan momtomng clan penyusunan Iapc)i"an terh' ap pelaksanaa
tugas dan fungsi di bzdang ai’lallS}S data statlsuk dan '

pelaksanaan fungsi lain’ dl bldanw analmzs data Stamst:k: yancr
oleh Kepala Bidang. : :

_ Bagiem Kesembnan .
Umi Pe]a,ixsana Tekms

Pasal 33

Unit Pelaksana Tekms sebagalmana dzmaksud '::"lda_lam ‘Pasal
huruf g, dapat dibentuk un’cul«z mclaksanakan keglatan tel
atau kegiatan teknis penunjang Dmas : e

Unit Pelaksana Teknis’ Sebabannana d1maksud pad:"".aya
seorang Kepala UPT yang bemda di bawah dan:_ ert tang
Kepala Dinas melalui Sekretams i : '

Pasal 34

Bagmn Kesepulu'

Pasal 35

Kelompok Jabatan: fungs:xonal sebagaunana dimaksu
ayat (1) huruf h, yang" dlangkat berdasarkan per
melaksanakan tugas dan fungs1 Jabatan Adlmmsmasz
pelayanan teknis fungszonal L

Pengangkatan dan pelam:ﬂxan meialuz 'penyetaraan a'
sesuai dengan rekomendasi’ penet&paﬂ per: et
terkait sesuai ketentuan pelatm an perundaﬁg_:_ mdaiigar
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Dalam masa transisi, bagi Pefangkat Daerah yang dﬂakii‘k_éj} penyetaraan

dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke -dalam '-f'_Jé“bat'an:_- At
Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub_.--..I{O’bz"diné_;t'ér-:__'_:'_ B G
Kelompok Jabatan Fuﬁgsionai untuk tugas atau fungsi 3'téi“‘t'eﬂm.}ygi1g
dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang .

ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan . yang -

mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan

Fungsional.

Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, ‘tugas ta,mbahanserta o
pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordina_tor____Ke'lOﬁipék'.'_ g
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih': o000

lanjut dengan Keputusem‘ Kepala Perangkat Daerah sesiiai ketenmajl
peraturan perundang-undangan. ' -

. Pasal 36

Kelompok Jabatan  Fungsional yang diangkat - melaloi .
penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab - i
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi 'Pra"t"a.'rriéi,'"._Pej'éb'é;t:.-ﬁ_'_-_:'
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan o e
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai 0

ketentuan peraturan perundang-undangan,

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada : ayé’ct' {1}

memiliki tugas memberikan -pelayanan fungsional .yang berdasarkan =
keahlian dan keterampilan sesual’ ketemtuan ‘peraturan  perundang- @

undangan.

Jenis dan jumlah Jabatan: Funésionai ditetapkan :_'sesueii';_'kete'i‘i‘c.ﬁé,i_if_:__.

peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkatdan
dilantik kedalam jabatan fungsional melatui mekanisme : penyetaraan - e
jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang .-diduc{iﬂ;i [ e

sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan -_péramraﬁ::f,f:-_ e
perundang-undangan merigénai ketentuan penghasilan’ Penyetaraan
Jabatan. ' . ‘ R

Penetapan kelas Jabatan Fungsional vang akan diduduki_._disétéf&ikém
dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki. sebelumnya sampai

dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Peayetaraan J abatain.

Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduld 'séba'gajméiiié-'.'_'._f.-_}__'_
dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas =
Jabatan  Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti Cperaturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional - =

tersebut.
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" BABIV
KEPEGAWAIAN

" Pasal 38

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN - :
yvang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- B

undangan. ‘ o
Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN

yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- RE

undangan.

Pengangkatan dalam jabatan di Iingku_ngan Dinas memperha‘tikah'"syaz'a;ts-y'i. e

dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi
Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan -

peraturan perundang-undangan.

peraturan perundang-undangan.

Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai .ke’tentuétﬁ

~ Pasal 39

Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan- S ENERI
mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang = SRS
tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai -

penyederhanaan birokrasi berlaku.

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan -sebagaim}iﬁé; o _'
dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian -'-keWeI’aaﬂ'gaﬁ__- Sl
yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan:

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana -

dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima

persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Anglka Kredit, B
yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok daﬁ-.‘_-":"eri f

pengembangan profesi.

Pasal 40

Pengangkatan melalui penvyetaraan Jabatan Administrasi - ke ‘dalam : O
Jabatan Fungsional di lingkungan Perangkat Daerah dilakuKan ‘setelah

mendapat penetapan atau per etujuan dari kementerian ‘terkait sesuai e

ketentuan peraturan perundang—undangan.

Bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyétaraan maupt‘in'péﬁgﬁapﬁéaﬁ e
Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat “ditetapkan 0T
Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dengan Keputusan Kepala'

Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta ‘pengelolaan
kegiatan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional  sebagaimana -~ -
dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala' = 0
Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, .o
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BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN
, Beigian Kesatu
Tata Kerja

: Pasal 41

(1) Kepala Dinas wajib melaksanakan tug,as memimpin, membma, mengawasx, R
mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada--z_
bawahannya. :

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Acim1mstras1 da:n Pejaba’t_:_f o
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 11'1tegras.1' dan'_' S
sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Pezangka‘t Dawah”-'_jf A
lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3} Kepala Dinas dan seluruh Pejabat wajib melaksanakan fung31 peugawas&m _':3_. ey
di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang d1per1ukan_f--_i_-'?'-:'-’} ; : -
untuk penyelesaian masalah sesuai lketentuan pelaturan pemndang-*“_f_;.-.'} S
undangan. S

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 42

(1) Kepala Dinas wajib menyampazkan laporan pelaksanaan tugasnya dan.'szf Gl
memberikan penjelasan kepada Gubernur me}aim Sekreiams Daerah'
perihal kebijakan yang dltetapkan '

{2} Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kmerja kepada Gubeln
melalui Sekretaris Daerah secara tepat walktu yang disusun sesua;z_:_;_
ketentuan peraturan purundamg»—undangan

(3) Setiap Pejabat di hngkungun Dinas wajib mematuhi kebuah&n 3»&11g1_:..-5
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta
memberikan penjelasan teknis atau keterangan liepada atasan masmg—
masing sesuai dengan tugas dan funﬂsmya

- BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 43

(1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentr alisasi dzbebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belan_}a Daerah.

(2) Pelaksanaan program ber dasarkan tugas pembantuan cian tugas 1amnya
bersumber pada Anggaran Pen ddpatan dan Belanja Negara.
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. BAB VIl
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

(1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh
Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. -

(2} Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang
organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan
organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala Dinas wajib membe}fikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan

pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. '

(4) Dalam rangka peiakéanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat
Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang
melaksanakan tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada
penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian. '

~ BABIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal"4’6

Pada saat Peraturan Gubernur ini melalui berlaku, Peraturan Gubernur Nomor
71 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 7 1) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 90}, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku. ' o '
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Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinys, memerintahkan pengundangan Peraturan -

Gubernur ini dengan . penempatannya dalam Berita Daerah Provmsz o
Kalimantan Barat. :

I Ditetapkan di Pontiaﬁak

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Juni 2021,

: PRO‘\*‘? ‘S}; KALIMANTAN BARAT, | | B

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 124 g s
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